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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Namlea

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam
sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat

antara:

PENGGUGAT, NIK: 8104036509950003, tempat tanggallahir: Waetele, 25
September 1995, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan
terakhir S1, pekerjaan XXXXXXXX XXXXX XXXXxX, bertempat
tinggal KABUPATEN BURU, dengan No.Telp:
082274875861, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, NIK: 8104031011910002 tempat tanggal lahir: Trenggalek, 10
November 1991, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan
terakhir SMA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di,
KABUPATEN BURU, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 16 April 2024
yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea dengan
Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.Nla, tanggal 16 April 2024 yang pada pokoknya
mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 Penggugat dan Tergugat

melangsungkan pernikahan di xxxxxxxxx xxxxxx yang dicatat oleh Kantor Urusan
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Agama Kecamatan Namlea xxxxxxxxx xxxx dengan nomor Kutipan Akta Nikah:
10/06/11/2020 tertanggal, 20 Februari 2020;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah
orang tua Penggugat di xxXxx XXXXXXX, RT.0L,XXXXX XXXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXX
xxXxx, selama dua minggu, Setelah itu pindah dan tinggal di rumah orang tua
Tergugat di Desa Waekerta, XXXXX, XXXXX XXXXXXXXX XXXXXX selama satu minggu
kemudian pindah dan tinggal di rumah orang tua Penggugat hingga berpisah;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun
damai dan bahagia sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikarunia 1 (satu)
orang anak bernama; Athar Ziyan Asyikiin, Laki-laki, Waetele, 29 Desember 2020
umur 3 tahun
Anak tersebut dalam asuhan Penggugat.

4. Bahwa sejak awal bulan Mei 2020, keadaan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
disebabkan karena :

4.1. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada
Penggugat dan anak;

4.2. Tergugat disuruh untuk bekerja tetapi Tergugat tidak mau bekerja;

4.3. Orang tua Tergugat sering ikut mencampuri urusan rumah tangga
Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada
awal bulan Januari 2023 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah
orang tua Penggugat, karena sudah tidak ingin hidup bersama lagi dengan
Penggugat dan Semenjak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat
telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling pedulikan lagi hingga saat ini;

6. Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi
yang baik lagi, tidak saling mengunjungi serta tidak saling memberi nafkah baik
lahir maupun batin hal tersebut telah berjalan selama 1 tahun 3 (tiga) bulan ;

7. Bahwa Pihak Keluarga Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah
tangga Penggugat dan Tergugat melalui jalan musyawarah atau bicara dengan
Tergugat secara baik-baik namun tidak berhasil;
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8. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina
dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang
sakinah, mawaddah warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, maka perceraian
alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan
Penggugat dan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat tidak mengajukan tuntutan nafkah pasca terjadinya perceraian
terhadap Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan / dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Namlea Cqg. Majelis Hakim, segera memeriksa dan mengadili
perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :
PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat

(PENGGUGAT));

2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang
menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap
dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya
yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata
ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka
perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati
Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan
kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi
sebagaimana Perma nomor 1 tahun 2016 tentang pelaksanaan mediasi atas perkara
ini tidak dapat dilaksanakan olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam
persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan
Penggugat yang pada dasarnya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh

Penggugat;
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Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di
persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat
didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan
saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Namlea XXXXXXXXX XXxX Provinsi
Maluku, Nomor 10/06/11/2020 Tanggal 20 Februari 2020. Bukti surat tersebut
telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai
dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan
paraf oleh Hakim;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, SAKSI 1, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan

XXXXXXX XXXXXX XXXXX, bertempat tinggal di RT. 04. RW. 02, XXXX XXXXXXX, XXXXXXXXX

XXXXXX, XXXXXXXXX XxXX, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang

pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah
Pamam Penggugat;

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

- Bahwa setelahmenikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah
orang Tua Penggugat di xxxx xxxxxxx hingga keduanya berpisah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah telah dikarunia 1 (satu)
orang anak;

- Bahwa kehidupanrumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya
berjalan baik dan rukun, namun sejak bulan Mei 2020 rumah tangga mereka
tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan danpertengkaran;

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat
dan Tergugat;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat karena masalah ekonomi dimana Tergugat malas bekerja;

- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi sekitar bulan januari 2023;
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- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan
Januari 2023 sampai sekarang;

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi
berkomunikasi;

- Bahwa selamapisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi
memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan
Penggugat lagi;

- Bahwa sudah pernah didamaikan oleh keluarga Penggugat, namun tidak
berhasil;

- Bahwa sudah cukup;

Saksi 2, Ina Suryani binti Badridin, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan

SD, pekerjaan XxXXXXXX XXXXX XXxXxxX, bertempat tinggal di KABUPATEN, di

bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai

berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah
tante Penggugat;

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

- Bahwa setelahmenikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah
orang tua Penggugat di XXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX hingga keduanya
berpisah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah telah di karunia 1 (satu)
orang anak yang bernama Athar Ziyan Asyikiin;

- Bahwa kehidupanrumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya
berjalan baik dan rukun, namun sejak bulan Mei 2020 rumah tangga mereka
tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan danpertengkaran;

- Bahwa saksi pernah mendengar pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat karena Tergugat malas bekerja;

- Bahwa Sebab lainnya yang saksi ketahui adalah orang Tergugat sering ikut

campur masalah keluarga Penggugat dan Tergugat;
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- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi sekitar awal tahun 2023;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Januari
2023 sampai sekarang;

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi
berkomunikasi;

- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi
memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan
Penggugat lagi;

- Bahwa sudah pernah didamaikan oleh keluarga Penggugat, namun tidak
berhasil;

- Bahwa sudah cukup;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan
menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan
tanggapannya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada
gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu
yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang

tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;
Kewenangan mengadili

Menimbang, bahwa gugatan perceraian ini diajukan oleh Penggugat yang
menikah dengan Tergugat berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu sesuai
dengan Pasal 49 jo. Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama jo. Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat 1 huruf (a)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 115
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Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Namlea berwenang
memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo.
Upaya dan penasehatan damai

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh
PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah
hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat
agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana tertuang dalam
Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1
Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk
bercerai dengan Tergugat;

Legal standing (kewenangan dan kepentingan hukum) Penggugat

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang
menikah secara sah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009, gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada
Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat domisili’lkediaman Penggugat,
kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama
tanpa izin Tergugat. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Pengadilan berpendapat
Penggugat memiliki legal standing atau rechtsbevoegheid (kewenangan dan
kepentingan hukum) untuk mengajukan gugatan perceraian a quo (legitima persona
standi in judicio);

Pokok gugatan Penggugat dan beban pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan
meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata tidak hadirnya
tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus
dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah membaca dalil-dalil gugatan Penggugat, ternyata
gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat disandarkan kepada alasan

bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi pertengakaran dan
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Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum
Islam, gugatan Penggugat harus dinyatakan sebagai gugatan yang berdasar hukum,
karena alasan perceraian yang didalilkannya telah sesuai dengan hukum yang
berlaku;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-
tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak
pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka
Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraiannya
dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Pertimbangan mengenai alat-alat bukti Penggugat

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka
yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat dan Tergugat
mempunyai hubungan hukum (suami istri);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi
Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta
autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (hazegelen) dan sesuai dengan aslinya,
maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil berdasarkan maksud dari
Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai
sebagaimana telah diubah menjadi Pasal 3 ayat (1b) Undang Undang Nomor 10
Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000
tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga
Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Pertimbangan mengenai pokok perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti
bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 20
Februari 2020, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam
yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Namlea, XXXXXXXXX
xxxx, Provinsi Maluku, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing dalam
perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

SAKSI 1 dan Ina Suryani binti Badridin, keduanya telah memberikan keterangan
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sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang
memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang,
keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan
relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada
halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut
telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut
memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan
keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan
sebagai berikut:

— Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;

— Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang sekarang
anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

— Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan
harmonis, namun sejak sejak bulan Mei 2020 rumah tangga mereka tidak
harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan
Tergugat malas bekerja dan orang tua Tergugat sering ikut campur masalah
keluarga Penggugat dan Tergugat;

— Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal serta sejak awal
bulan Januari 2023 dan tidak saling mempedulikan hingga sekarang;

— Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan
kembali namun tidak berhasil;

— Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus saling
menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan
baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam
membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga
Penggugat dan Tergugat, tidak adanya lagi kesepahaman kata, tindakan/perbuatan
dan pemikiran serta saling pengertian satu sama lainnya, berakibat tidak rukun dan
harmonisnya lagi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, Perselisihan dan
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pertengkaran secara terus menerus membuat Penggugat merasa tidak sanggup lagi
mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang akhirnya telah menyebabkan Penggugat dan
Tergugat berpisah tempat tinggal, di mana hingga putusan ini dibacakan pisah
tempat tinggal tersebut sudah berlangsung selama 1 (satu) tahun lebih dan selama
perpisahan tersebut mereka tidak pernah lagi ada komunikasi, tidak ada lagi rasa
saling sayang menyayangi satu sama lain serta Tergugat tidak lagi menafkahi
Penggugat, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah
tangga Penggugat dan Tergugat, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga
Penggugat dan Tergugat, maka patut disimpulkan bahwa telah terjadi keretakan
dalam rumah tangga (broken marriage);

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai
rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia
serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan
sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide:
Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi
Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat
sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat
dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah
tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejiwa dengan firman Allah SWT

dalam al-Qur’an Surah ar-Rum ayat 21 :
Iy 8 ) das 533 50 oS Jaan g Leal) | il a5 5l pSdil (g oST G181 (ga 9
O S8 a8l LY

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu
isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa
tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan
sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-
tanda bagi kaum yang berfikir.
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Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila
dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada
maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah figh yang berbunyi :

@w\q;&eﬁam&n B

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.
Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan
persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan
Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Hakim
perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat

dalam kitab Al Igna Juz Il halaman 133 sebagai berikut :

Al il agle 3l Lea g 3l a5 30 dae ) 2o 2030 Gl

Artinya : “Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai
puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak
seorang suami kepada istrinya dengan talak satu .

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim memandang perlu
mengetengahkan pendapat ahli figih dalam Kitab Figh Sunnah Juz Il halaman 248,
kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi :

Gy Lae el (IS5 = o3l il yied sl da g 30 A azaldll ool L) e i 13
AL dalh el bagin #Sal) e (ol Gac g Legd Bl (g 8 pdall o) 52 42

Artinya : “Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari
pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang
menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara
keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak,
maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba’in”.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang
lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/lkuasanya yang sah meskipun
telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut
disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut
mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidak-tidaknya untuk
membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan
petunjuk dari hadist Rasulullah SAW dan juga dalam kitab Al Anwar juz Il halaman 149 yang
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sekaligus diambil sebagai pendapat Hakim:

ad e Vallls g cangald cpalisall Al&a (e oSla I ped (0
(‘";ﬂaﬁ)\.ﬂ\o\jj)

Artinya : ” Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim dan gugur
haknya ”;

dan dalam kitab Al- Anwar sebagai berikut:

_V-J\}.a“)“) ‘\:‘S‘:(“SAMJM‘}LS}QJM &Lam)\;o))_uj\@)\}ﬂajl.aa;\ Jd_aﬁu\J
(\i‘\

Artinya : “Bila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka
Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula
menetapkan hukum atasnya ”;

maka gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan
hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);
Konklusi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,
maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat
dikategorikan rumah tangga pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun dan
harmonis lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi
alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2
Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh karenanya gugatan Penggugat harus
dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat (TERGUGAT)
terhadap Penggugat, (PENGGUGAT);

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama
Namlea adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat
(1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah
tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh
melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
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1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara
dibebankan kepada Penggugat;
Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;
MENGADILI
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat (Zenawati alias Jenawati binti La
Angkati) kepada Penggugat (Mursidin bin La Nia);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp
1.000.000,00 (satu juta rupiah);
Demikian Putusan ini ditetapkan dalam sidang Pengadilan Agama Namlea
pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21
Syawal 1445 Hijriyah, oleh Siti Zainab Pelupessy, S.H.l., M.H. sebagai Hakim
Tunggal, berdasarkan Surat Penunjukan Ketua Pengadilan Agama Namlea
Nomor: 63/Pdt.P/2024/PA.Nla tanggal 16 April 2024 Masehi ditetapkan sebagai
Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari
Ketua Mahkamah Agung Nomor Nomor 176/KMA/HK.05/6/2019
tanggal 17 Juni 2019. Penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim tunggal pada
hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Syarif Hidayat
Ibnu Hajar, S.HI., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa
hadirnya Tergugat;
Hakim Tunggal,

Siti Zainab Pelupessy, S.H.l, M.H.

Panitera Pengganti
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Syarif Hidayat Ibnu Hadjar, S.H.I.

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses :Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 855.000,00

PNBP Panggilan : Rp  20.000,00
Redaksi :Rp 10.000,00
- Meterai :Rp 10.000,00
Jumlah : Rp1.000.000,00
(satu juta rupiah).
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